WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3 }-’I‘AHUN ROLY
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5),
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal & ayat (2), Pasal 9 ayat
(2), Pasal 10 ayal (3), Pasal 16, Pasal 19 ayat (3), Pasal 20
ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 57 ayat
(4), dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Dacrah Kota Semarang
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serla
untuk menjamin  perlindungun  hukum  Jdan  kepastian

~hukum bagi para pemangku kepentingan dalam
pengelolaan sampah, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampabh;

bh. bahwa untuk melaksanukan maksud tersebut di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampabh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 (lentang
Pcmbentukan — Daerah-daerah  Kota  RBesar  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);




9.

10,

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 fenlang Pelayanan
Publik (Lembaran Nepara Republik Indoncesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 504 1);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lemboaran Negarn Republik  Indoncsin
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan DPcrmukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011  tentang
Pembentulan Peraturan Perundang-undangan (Lombaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5231);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Notnor 5587) scbagaimana
tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tenlang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
'embentukan  Keeamatan di Wilayah  Kabupaten
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal scrta penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1T Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1992 Nomor 89);




Mcnctapkan:

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Perpturan  Presiden Nomor K7 Tahun 2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Lindang Nomor |2 Tahun
2011  tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-
Undangan,

Peraluran Daerah Kota Scmarang Nomar 13 Tahun 2006
Tentang Dcngendalian  Lingkungan  Hidup (Lembaran
Daerah Kolsn Semarang Tahun 20060 Nomor 2 Seri L,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2j;

Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kola Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 443);

Peraturan Duernh Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah
(RPJMD) Kota Scemarang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomar 12, Tambahan
Lembaran Dacrah Kota Semarang Nomor 59);

Peraturan Daerah Kota Scmarang Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tala Ruang Wilayah Kota Scmarang
Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kola Scmarang
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Koln
Semarang Nomor A1);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Scmarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomaor 69);

Peraturan Dacrah Kota Scmarang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan lLembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 73);

MIEEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN
2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPATHL.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Semarang.




N
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11,

12,

13.

14.

15.

16.

18,

19,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Naerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerinlahan
yang menjadi kewenanpgan NDagrah Otomom.

Walikota adalah Walikota Semarang,.

Perangkat Daerah adalah unsur pcmbantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
D:acrah.

Dinas adalah unsur pembantu Walikota yang bertungguug jowab dalam
hidang pengelolaan sampah yang berada di linglkungan Pemerintah
Daerah.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Pengelolaan Sampah adalah unsur pembantu Walikola yang bertanggung
jawab dalam Perizinan Pengelolaan Sampah dilingkungan Pemerintah
Daerah,

Peraturan Dacrah adalah Peraturan Daerah {entang Pengelolaan Sampah,
Petugas Pengawas adalah petugas pengawas yang berada pada Dinas,

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja di
lingkungan Pemerintah Dacrah.

. Orang adalah orang pcrscorangan, kelompok orang dan/atau badan

hukum

Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang melipuli Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau
NDaerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang scjenis, lembagn
dana pensiun, bentuk usaha tctap scria bentuk usaha lainnya.

Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang
mengpunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan
kemasann dan  berasal dari impor, atau menjual  barang dengan
menggunakan wadah yang tidak dapal atau sulit terurai oleh proses alam,

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari
hari dalam rumah tangga vang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah langge adalah sampah yang tidak berasal
dari rumah langga dan berasal dari kawasan pcrmukiman, kawasan
komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas
sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesifilk adalah sampah yang kurena sifat, konsentrasi, dan/atau
volumenya memerhikan pengelolaan khusus.,

. Bahuan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalabh zat,

energi, dan/atau komponcn lain yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan  hidup, dan/alau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain,

Limbah hahan herhahaya dan beracun, yvang selanjutnya discbut Limbah
B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.




20. Penghasil sampah yang selanjuinya disebut Sumber Timbulan Sampah
adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan
timbulan sampah.

21, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan
herkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkal TPS ndalnh
tempat  scbelum  sampah  dianglkut ke  tempat  pendauran  ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

23, Tempal Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjuloya disingkat TPST

adalah  tempat  dilaksanakannya kegiatan  penpumpnlan,  pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan alkhir

saumpah,

24, Tempat Penpolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduee renise dan. recyele)
yang selanjutnya disingkat TP3 3R adalah tempal dilaksanakannys
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran
ulang skala kawasan.

25. Tempal. Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.

26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena
dampak negatil yang ditimbullkan oleh kegiatan penanganan sampah di

TPA sampah.

27. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dalam  rangka  pengendalian yang meliputi | pencegahan dan
penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAR II
RUANG LINGKUDP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan mengenai:
A. tata carn penggunann hak dan pelaksanaan kewajiban yang terdiri dari:
1. tata cara penggunaan hak;
2. kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah;

3. kewajihan  pengelola  kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas  lainnya  uniuk menyediakan fasilitas  sarana  prasarana
pewadahan, pengumpulan dan TPS/TPS 3R/TPST,dan

4. kewajiban produsen yang mcliputi tata cara penyediaan fasilitas
pemilahan sampah, tata cara pelabelan atau penandaan, dan mengelola
kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau
sulit terurai oleh proscs alam,

h. perizinan yang meliputi:
1. jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin;
2, tatacara memperoleh izin; dan
3. tata cara pengumuman izin yang diterbitkan.

c. larangan;




penilaian dalam pemberian insentif dan disinsentif;
monitoring dan cvaluasi scrta pelaporan,;

pengawasan dan pengendalian; dan

x -0 A

tata cara penjatuhan sanksi administrasi (fidak hanya biaya paksaean).

BARB M1
PENYUSUNAN SISTEM TANGCAID? DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyusun sistem tanggap dariral pengelolaan sampah
vang meliputi keseluruhan tahapan dalam penanganan sampah meliputi:

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir snmpah.

(2) Penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup potensi bahaya:

a. kecelakaan/ledakan/kebakaran alat angkut sampah,

b. kecelakaan lalu lintas sebagai akibal pengangkutan sampah,

c. kecelakaan/ledakan /kehakaran sarana prasarana pengolahan sampah;
d. longsor/hanjir pada lahan pengolahan sampah; dan

e. potensi bahaya lainnya yang scjenis.

(3) Penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah pada setiap
tahapan pcnanganan sampah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2) merupakan scrangkaian kegiatan pengendalian yvang terdiri atas:

a. pencegahan, dan
b. penanggulangan bahaya.

(4) Pemerintah Daerah menyusun sistem tanggap darurat pengclolaan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Apabila keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2),
dan  ayal  (3) mengakibatkan  lerjadinyas bencana,  segala  ketentuan
penanganan darural mendasarkan pada peraluran perundanpg-undangan
yang mengatur tentang bencana.,

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penggunaan Hak
Pasal 4

Setiap orang berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan
berwawasan lingkungan dari Pemcerintah Dacrah dan/atau pihak lain yang

diberi tanggung jawab untuk ftu;




b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pcenyclenggaraan,dan
pengawasan di hidang pengelolaan sampah;

c. memperoleh informasi yang benwr, akural dan tepal waklu mengenasi
penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. mendapatkan perlindungan dan kompensas: kareno dempolk negatit dari
keglatan TPA; dan

c¢. memperolch pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah
secara baik dan berwawnsan linglungan,

Pasal 5

(1) Hak untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam asal 4
hurul a dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah,
pihak pengelola sampah, dan masyarakat.

(2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Ninas dan unsur pembantu Walikota
terkait, Kecamatan,dan Kcelurahan scsuai dengan tugas dan langgung jawab
sebagaimana diatur dalam peraluran perundang -undangan.

(3) Pelayanan oleh pihak pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh pihak pengelola sampah yang memiliki lzin dari
Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Pasal 6
(1) Hak untuk herpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
dilaksanakan dengan cara:

a. memberi masukan/usulan secara tertulis/lisan melalui berbagai media
komunikasi/sistem informasi; dan

b. melaporkan adanyn  pelanggaran  dan/atau keadaan  darurat yvang
ditimbulkan scbagai akibat pengelolaan sampah yvang tidak benar.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan:
a. penyusunan kebijakan pengelolaan sampah;
b. penerbitan perizinan pengelolaan sampah;
. pelaksanaan penanganan sampah; dan
d. pengau;]a:sau, pengendalian, dan penegakan hukum dalam pengelolaan
KAamparn.

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dilakukan:

a. kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan
medin elektronik vang dikelola oleh Pemerintah Dacrah: dan/atau

b. pihak pengclola sampah.




(1) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayatl (1), ayatl () dan ayat
(3) sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Hale untuk memperolch informasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf ¢ dilaksanakan mclalui berhagai medin kamunikasi/sistem informgsi
yang dimiliki dan dikclola:

n. Pemernntah Daerah; dan/atan
b. Pihak pengelola sampah.

(2) Inlormasi yang dimiliki dan dikclola Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. kebhijakan umum Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dan
sistem tanggap daruralnya;

b, pengetahuan  tentang  jenis-jenis  sampah, karakteristik sampah,
pengelolaan sampah dan nilai manlaat atas hasil pengolahan sampah;

¢. jasa pelayanan dan biayanya;
d. perizinan pengelolaan sampah; dan
e. pengaduan masyarakat.

(3) Informasi yang dimiliki dan dikclola pihak pengelola sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. jasa pclavanan dan biayanya;
b. pcrizinan pcngelolaan sampah; dan
¢. pengaduan masyarakat,

(4) Mcdia komunikasi/sistem informasl yang dikelols Pemerintah Dasrah dan
pihak pengelola sampah schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. informasi lisan dalam berbagai kegiatan;
b. media cetak; dan
¢, medin elekironik.

Pasal 8

(1) Hak mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif
dari kegiatan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
dilaksanakan melalui pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui
Dinas, Kecamatan, Kclurahan, dan/atau media elekironik yang dikelola
oleh Pemeriniah Daerah,

(2) Pelaksanaan hak scbugaimana dimaksud pada ayat (1) sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Hak memperolch  pembinaan dari Pemerintah Dacrah  schagaimana
dimaksud dalam "asal 4 hurul ¢ meliputi pembinaan bagi:

a. masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan; dan

b. pihak pengelola sampah.




(2) Hak memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah hagi muasyarakal,
pclaku usaha dan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a terdiri dari:

a. pengurangan sampah yang melputi penggunaan bahan yang dapat
diguna ulang, didautr ulang, mudah diurai alam dan meminimalkan
penggunaan bahan yang sulit diurai alam dan yang mudah mencemari
lingkungan; dan

b. penanganan  sumpah  yang  meliputi | pewadahan, pemilahan,
pchgumpulan,

(3) Hak memperoleh pembinaan bagi pihak pengelola sampah aechagaimana
dimaksud padn ayal (1) huruf b terdin dari:

A penpgurangan sampah vang oclipull penggunaan bohan yvong dapat
diguna ulang, didaur ulang, mudah diurai alam dan meminimalkan
penggunaan bahan yang sulit diurai alam dan yang mudah mencemari
lingkungan;dan

b. penanganan sampah vang meliputi pewadahan,pemilahan,
pcngumpulan, pengangkutan dan pengolahan.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dilaksannknn sesud ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kewajiban
Paragraf |
Umum
Pasal 10

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah scjcnis
sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan
cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Kewsajiban pengurangan sampah schagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan denpan cara;

a. pembatasan timbulan sampah bcrupa kegiatan meminimalkan
penggunaan bahan yang sulit diurai oleh alam dan mudah mencemari
lingkungan;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau

¢. pomanihatan kembali sampah berupa penggunaan bahan yvang dapat
digunakan kembali.

(3) Kewajiban penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dchgan cara:

a. pemilahan;
pengumpulan;

pengangkutan;

& 0©

pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

(4) Kewajiban pengelolaan sampah schagaimana dimaksud pada ayal (1), ayat
(2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan:




kebijakan dan stratcgi dalam pengelolaan sampah yang telah ditetapkan
Pemerintah Daerah;

rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang iclah ditetapkan
Pemerintah Daerah;

arahan dan pemhinaan Pemerintab Daerad, dun

d. peraturan perundang-undangan.

Paragral 2
Kewnjiban Maayarakat dan Pelaku Usabia

asal 11

(1) Masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban:

a.
b.
c.

d.
C.

melaksanakan pengurangan sampabh;
meclaksanakan penanganan sampah;

membuang sampah yang tidak dapal diolah secara mandiri pada
tempatnya menurut jenis pewadahannya / pemilahannya;

memgelihara kebersihan di lingkungannya; dan

membayar retribusi/jasa pelavanan kchersihan.

(2) Kewajiban pengelolaan sampah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara:

a.

h.

C.

mandiri orang perorung;

kelompok orang dengan cara membeniuk bank sampah dan/atau
pengolahan/pemanfaalan sampah secara komunal dalam lingkungan
sekitarnya; dan/atau

bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, pengelola
kawasan, dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 12

(1) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan
pengurangan sampah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
a lerdiri dari:

a.

b.

pembatasan timbulan sampah; dan/atag

pemnanfaatan kembali sampah.

(2) Kewajiban melaksanakan pengurangan sampah schagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dcngan cara:

.

d.

menggunakan  sedikit mungkin  kemasan dan/atau  produk vyang
menimbulkan sampah yang sulit diurai oleh alam dan mudah
mencemari lingkungan;

menggunakan kemasan dan/alau produk yang ramah lingkungan/
mudah tcrurai secara alami;

menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan
kembali; dan

memanfaatkan kembali sampah sccara aman bagi kesehatan dan
lingkungan.




(3) Kewajiban menggunakan/memanfaatkan kembali kemasan dan/atau

produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf d,
memperhatikan ketentuan label kemasan dan/atau produk sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan,

Pasal 13

(1) Kewnjibnn masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan penanganan
sampah schagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayatr (1) huruf b terdiri
dari:

a. pemilnhan sampah; dan
b, pengolahan sampah.

(2) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaba dalam melaksanakan pemilahan
sampah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
cara mcngkategorikan sampah yang terdiri dari:

4. Sampah yuang mudah terurni/organik,
b, Sampah yang lidak mudah terurai/anorganik;

¢. Sampah vyang dapat digunakan kembali tanpa melalui proses
pengolahan;

d. Sampah yang dapat didaur ulang;
e. Sampah yang mengandung B3 dan Limbah 133; dan
. Sampah lainnya, yaitu residu.

(3) Pemilahan sampah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui kegiatan pengelompokan sampah pada wadah sampah yang sesuai
dengan jenis sampah yang terdiri dari:

a. wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai/orgamk;

b. wadah warha kuning untuk sampah tidak mudah terurai/anorganik;
dan

¢. wadah warna merah untuk sampah yang mengandung B3, Limbah B3,
dan residu.

(4) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kantong
yvang terhuat dari hahan yang dapat didaur ulang,.

(5) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanalkan pengolahin
sarnpah schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurmt b dilakukan terhadap
sampah yang mudah terurai/organik.

Pasal 14
(1) Pelaku usaha terdiri dari usaba indusir dan bukan indusiri.
(2) Pelaku usuhia bukan induslel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. usaha toko swalayan/modern,
b. usaha pasar rakyat/radisional;
c. usaha rumah tangga (home industry);
d. perkantoran/pergudangan;

e.  pendidikan;




f,

g.
h.

warlng, restoran, cafe dan sejenisnya;
usaha rekreasi/hiburan/olahraga; dan
perhotelan/penginapan /losmen/usaha kos-kosan,

(3) Usaha toko swilayan/modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdiri dari:

Minimarket;

. Supermaket;

Hypermarket;
Pusat Perhelanjaan,
Departement Storc; dan

Grosir/Perkulakan,

Pasal 15

(1) Penanggung jawab usaha/pengelola kegiatan insidentil berkewajiban

a.
b.
C.
d.

melaksanakan penanganan sampah berupa pemilahan sampah;
mclaksanakan pewadaban sampah hasil pemilahan;
memelihara kehorsibian di lingkungannya; dan

membayar retribusi/jasa pelayanan kebersihan,

(2) Kewajiban dalam melaksanakan  pemilahan  sampah  sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a dilakukan dengan cara mengkategorikan
sampah yang terdiri dari:

A,
h.

C.

d.

€.

f.

Sampah yang mudah terurai/organik;
Sampah yang tidak mudah terurai/anorganik;

Sampah  yang dapat digunakan kembali tanpa mclalui  proses
pengolahan;

Sampah yang dapat didaur ulang;
Sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3; dan

Sampah lainnya, yaitu residu.

(3) Kewajiban dalam melaksanakan pewadaban sampah hasil pemilahan
schagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan
pengclompokan sampah pada wadah sampah yang sesuai dengan jenis
samnpah yang terdiri dari:

b.

wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai/organik;

wadah warna kuning untuk sampah tUdak wudab terarai/anorganilk;
dan

wadah warna merah untuk sampah yang mengandung B3, Limbah B3,
dan residu.

(4) Wadah sampah scbagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kanlong
yvang terbunl dari bohano yang dapat didaur ulang,




Pasal 16
(1) Penanggung jawab usaha bidang kesehatan melnksanakan pengelolaan
sampah scsuai peraturan perundang-undangan.
(2} Usaha di bidang keschatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a, rumah =sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, klinik, praktik
daleter/ hidan / peroowd,

b. apotik, toko obal, dan scjenisnya;dan

. laboratorium klinik.

Paragrat 3
Kewajiban Pengelola Kawasan, 'engelola Fasilitas dan Pengembiang
Pasal 17

(1) Pengelola kawasan, pcngclola fasilitas dan pengembang berkewajiban
menyediakan fagilitas sarana prasarana pengelolaan sampah yang terdird
dari:

a. pewadahan dan pcmilahan sampah;

b, pengumpulan sampah;

o

. pengolahan sampah yang mudah terurai/organik; dan
d. TPS/TPS 3R/TPST.
(2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
kawasan permukiman,;
kawasan komersial;
kawasan industri;
kawasan khusus;

fasilitas umum;
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[asilitas sosial; dan
f. fasilitas lalhnya.

(3) Pewadahan dan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sesuai dengan jenis sampah yang terdiri dari:
a. wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai/organik,

h. wadah warna kuning untuk sampub (dak mudab lerurai/anorganik;
dan
. wadah warna mercah untuk sampah yang mengandung B3, Limbah B33,
dan residu.
(4) Kriteria/persyaratan teknis fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan slandar leknis yang
ditetapkan Ninas herdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasnal 18

Setiap pengembang  banpunan gedung  apartemen,  selain herkewajiban
mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapatl melengkapi
bangunan gedung dengan cerobong gravitasi pcngumpulan sampah.




Paragraf 4

Kewajiban Produscn
Pasal 19

(1) Produsen wajib mencantumkan label dan tundga yvang berhubungan cdengan
pengurangan dan penanganan sampah poado kemasan dan/alau produk
yang dihasilkan dan/atau beredar di dacrah,

(2) Praclusen waijib mengelola kemasan  dan/atau  prodult sebngnimana
dimaksud pada ayat (1) yang liduk dupal atau sulit terural olch proses
alam.

(3) kewajiban produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  avat (2],
dilakksanaltan sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangn

Paragraf 5
Kcewajiban Pemerintah Daecrah dan Pengelola Sampah
Peusad 20
(1) Pemerintah Dacriah berkewajiban:

a. melaksanakan pelayanan penanganan sampah yang terdiri dari:
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah:

b. memfasilitasi pengelolaan sampah;

¢. mendorong lerbentulenya satinan/kelompok kerjo kebersihan jalan yang
melibatkan kelurahan dan penghuni/pemakai persil jalan-jalan tertentu
di bawah koordinasi Dinas; dan

d. mendorong masyarakat uniuk melaksanakan Gerakan Kebersihan di
bawah koordinasi Dinas,

(2) Kewajiban melaksanakan pengumpulan sampah sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) hurul a melibatkan Kelurahan dan RT/RW.

(3) kewajiban  pelayanan  pengumpulan dan pengangkutan sanpah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan
teknologi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang telah ditetapkan
Pemerintah Daerah;

b. rencana induk dan studi kelayakan pengclolaan sampah rumah tangga
dan sampah scjenis sampah rumah tangga yang telah ditetapkan
Pemerintah Daerah; dan

¢. peraturan perundang undangan.

Paanl 21
(1) Pengelola sampah berkewajiban:

. melaksanakan  pelayanan  penanganan sampah yang terdiri  dari
pengangkutan, pengolahan, dan pernrosesan akhir sampah: dan

h. melaporkan sccara periodik kepada Dinas setiap enam bulan sekali.




(2) Kewnjiban schagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit
memusd:

a. jumlah/kapasitas sampah yang dikelola;
b. teknologi yang digunakan;
c. jumlah dan jenis produk hasil olahan,;
d. jumlah dan jcnis armada yang dipunakan; dan
e, jurmnlah dan jenis resida /sisa yang diangkul ke TTA.
(3) Kewajiban scbhagalmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
a. izin pengelolaan sampah;

b. kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang telah ditetapkan
Pemerintah Daerah;

¢. rcncana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah tumah tangpa
dan sampah sejenis sampah rumah langga yang tclah ditctapkan
I'emerintah Dacrah;

d. arahan dan pembinaan Pemerintah Daerah; dan

e. peraturan perundang-undangan,

ALV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

(1) Izin Pengelolaan Sampah diwajibkan untuk kegiatan pengelolaan sampah
yvang terdin dari:

a. pcengangkutan sampah;
b. pendaurulangan/pengolahan sampah; dan/atau
c. pemrosesan akhir sampah.

(2) Pengelolaan sampah sebagaimanza dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh:

a. Pemerintah Daerah; dan
b. Badan usaha.

(3) Sctiap badan usaha yang menyelenggarakan usaha pengelolaan saunpah
wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang terdiri dari kegiatan:

a. pengangkutan sampah;
b. pendaurulangan/pengolahan sampah; dan/atau
c. permnrosesan akhir sampah.

(4) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi pengelolaan sampah yang diselenggarakan olch:

4. Pemerintah Daerah; dan

b. pengolahan sampah yang mudah tcrurai/organik olch masyarakat
rumah tangga secara mandiri.




(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

()

(3)

(4)

(5)

Pasal 23

Permohonan Izin Pengclolaan Sampah schagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) diajukan kepada Walikota.

Walikola berwenang mengabulkan atau menolak permohonan lzin
Pengelolaan Sampah sehapgaimana dimaksnd pada ayat (1)

Walikolta  melimpahkan kewenangan mengaholkan Atan menolak
permohonan Tzin Penpelolaan Sampah sebapaimana dimaksod pada ayat (1)
kepada Kepala Perangkat Dacrah yang bertanggung jawab dalam perizinan
pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pengelolaan Sampah
Pasal 21

Setiap badan usaha untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah wajib
mcngajukan permohonan  kepada Kepala [DPerangkat Dacrah  yang
bertanggung jawab dalam bidang perizinan pengelolaan sampah,

Pcmohon Izin Pengclolaan Sampah wajib mengisi Formulir Permohonan
Izin dengan melampirkan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku alou  bagi
permohonan yvang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Sural Kuasa
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;

b. fotokopi Izin Gangguan beserta lampiran Gambar yang dimilikinya; dan

c. surat pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian lzin
[Pengelolaan Sampah yang bermeteral cukup.

Pasal 25
Izin Pengelolaan Sampah diterbitkan apabila;

a. telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayal (2) secara lengkap dan benar; dan

b. telah memenuhi persyaratan teknis sebagalmana termuat dalam
rekomendasi dari Dinas;

Dinas melaksanakan verifikasi/pengecekan lapangan atas persyaratan
teknis sebagaimang dimaksud pada ayat (1) hurul b dan membual Berila
Acara Hasil Verifikasi.

I3erita Acara Ilasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan
Dinas.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Pengclolaan Sampah berwenang menolak permohonan Izin Pengelolaan
Sampah apabila persyaratan admimsiratil sebagaimana dimaksod  pada
ayat (1} huruf a tidak lengkap dan tidak benar serta memcrintahkan
Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan administratif.

Perangkal Daerah yang berlanggung jawab  dalam  bidang  Perizinan
Pengelolaan Sampah berwenang menolak permohonan Izin Pengelolaan
Sampah apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b tdak dipenuhi.




(6) Penolakan  terhadap pcrmohonan Perizinan  Pengelolaan  Sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan penolakan
dan disampaikan kepada Pemohon lzin dalam bentuk tertulis.

(7) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Pengelolaan  Sampah  menerbitkan  bukti  fanda  pendaltoran apabila
prrayaradan sebuguimuna dimaksud pada ayat (1) tclah lengkap dan benar.

Pasal 26

Kelentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pengelolaan Sampah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku pula bagi badan
usaha pengelola sampah yang melakulkan:

. perubaham hiasan tempat usnha untuk kepiatan
pendaurulangan/pengolahan sampah;

h. penambahan kegiatan dalam pengelolaan sampah; dan/atau

c. perubahan lokasi.

Ragian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan lzin Pengeloluan Sampah
Pasal 27
(1) Jangka waktu berlakunya Izin Pengelolaan Sampah ditctapkan untuk

Jangka walktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3
(Liga) tahun setiap kali perpanjangan,

(2) Perpanjanpan lzin Pengelolaan Sampah dapat  dilakukan paling Lambat |
(satu) bulan sebelum berakhirnya lzin Pengelolaan Sampah.

(3) Pemohon Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah wajib mengisi Formulir
Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah dengan melampirkan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masibh herlako  ataun hagi
permohonan yang dikusasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;

h. fotokopi daftar ulang Izin Gangguan bheserta lampiran Gambar yang
dimilikinya apabila tclah melakukan daftar ulang atas Ilzin Gangguan;

c. surat pernyataan yang memuat keterangan/uraian tidak terjadi
perubahan usaha, perubaban luasan tempat usaha, perubahan lokasi
usaha, pcrubahan status kepemilikan/penguasaean lanah  dan/4dtau
status kepemilikan usaha; dan

d.surat pernyataan  memenuhi semua kewajlban  dalam  pemberian
Perpanjangan lzin Pengelolaan Sampah yang bermeterai cukup.

Pasal 28
(1) Perpanjangan lzin Pengelolaan Sampah diterbitkan, apabila:

a.tclah memcenuhi  persyaratan  adminisieatil sebuguimana  dimaksud
dalam Pasal 27 ayal (3) sccara lengkap dan benar; dan

b. telah memenuhi persyaratan teknis yang termuat dalam rekomendasi
teknis yang dibual Dinas.




() Dinas melaksanakan verifikasi di lapangan ains persyaratan teknis
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan membuat Derita Acara
Hasil Verifikasi/pengecekan lapangan.

(3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan
Dinas.

(4) Perangkatl Dacrah yang bertanggung jawab dalam bidang Perisinan
Pengelolann Sampah berwenang menolak permohonan I"crpanjung_un Izin
Pengelolaan  Sampah apabila  persyatatan  administratif  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a tidak lengkap dan tidak bhenar serta
memerintahkan  Pemohon uniuk  melengkapi scmua persyaratan
administratif,

(5) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam hidang Perizinan
Pengelolaan Sampah berwenang menolak permohonian Perpanjangan Izin
Pengelolaan Sampah apabila persyaratan telnis sebagaimana dimaksucd
pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi.

(6) Penolakan terhadap pcrmohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan penolakan
dan disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk tertulis,

(7) Perangkat Dacrah yang hertangpung jawab dalam  bidang Perlzinnn
Pengelolan . Sampah  menerbitkan buktl tanda  pendallaran apabila
persyaratan schagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar.

Bagian Keempal
Persyaratan dan Tata Cara Pencrbitan Perubahan Izin Pengelolaan Sampah
I'asal 29
(1) Pemegang/Pcmilik  Tzin Pengelolaan Sampah  wajib  mengajukan
Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Sampah kepada Perangkat

Dacrah yang bertanggung jawab dalam bidang DPcrizinan Pengelolaan
Sampah, apabila terjadi perubahan status kepemilikan usaha.

(2) Pemmohon Perubahan Tzin Pengelolaan Sampah, wajib mengiai Formulir
Perubahan Izin Pengelolaan Sampah dengan melampirkan:

a. forokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih  berlaku atau  bagi
permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;

b, fotolkopi Izin Gangguan bescrta lampiran Gambamya;

¢. Sural Pernyalaan/keterangan/uraian yang memuat adanya perubahan
status kepemilikan atns usaha; dan

d. Surat Pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian lzin
Pengelolaan Sampah.

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawah dalam bidang Derizinan
Pengelolaan Sampah menerbitkan perubahan Tzin Pengelolaan Sampah
apabila:

a. lelah memenuhi persyaratan administratif secara lengkap dan benar;
dan




b. telah memenuhi persyaratan tcknis sebagaimana dimuat dalam
rekamendasi leknis yang dibuat Dinas,

(2) Dinas melaksanakan verifikasi di lapangan alas persyaratan tcknis
sebagaimana dimuksud pada ayat (1) huruf b dan membuat Berita Acara
Hasil Verifikasi /pengecckan lapangan.

(3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan
Dinas.

(4) Perangkat Daerah yang bertangpung jawab dalam bidang DPerizinan
Pengelolan Sampah berwenang menolak permohonan Perubahan lzin
Pengelolnan  Sampah  apahila persyaraton  administratif  schagaimana
dimnksud pada ayat (1) hurut a tidak lengkap dan tidak benar scria
memerintahkan  Permohon  untuk  mclengkapi  semua  persyaratan
administratif.

(5) Perangkat DNaerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Pengelolaun Sampah berwenang menolak permohonan Perubahan lzin
Pengelolaan Sampah apabila persyaralan teknis schagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi.

(6) Penolakan terhadap permohonan peruihahan Izin Pengelolaan Sampah
sebagaimana dimaksud pada ayal (5) discrtai dengan alasan penolakan
dan disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk tertulis.

(7) Dcrangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Pengeloluan Sampah mencerbitkan bukti tanda pendaftaran  apabila
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan
benar.

Bagian Kelima
Standar 'rosedur Operasional dan Standar Pelayanan Minimal
Pasal 31

Proses dan jangka weaktu penerbitan lzin Pengelolaan Sampah, Perpanjangan
lzin  Pengeloloan Sampah dan  Perubahan lzin DPengelolaan  Sampah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan berdasarkan Standar Prosedur Operasional
dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengclolaan Swnpah.

Pasal 32

Proses penerbitan Rekomendasi Tcknis dari Dinas sebagaimana dimakand
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 28 ayat (1) huruf b, dan Pasal 30 ayat
(1) huruf b ditetapkan berdasarkan Standar Prosedur Operasional yang
ditetapkan Dinas.

Bagian Keenam
Sislem Informasi Perizinan Pengelolaan Sampah
Pasal 33

(1) Perangkat Dacrah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Pengelolaan Sampah mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi




Perizinan Pengelolaan Sampah dengan sistem clektronik dan  teknologi
informasi yang memuat:

a.
b.

syaral dan lala cara Perizinan Pengelolaan Sampah;

data jumlah Izin Pcngelolaan Sampah beserta jenis kegiatan usaha
pengelolaan sampah dan pemilik izin usaha yang terdiri dari:

1. jumlah lein Pengcloluan Sampah yang telah diterbitlean;

2. juwmilab  Perpanjangan Tzin Pengelolaan Sampah vang  tclah
dilerbitkan; dan

3. jumiah Peruhahan Izin Pengelolaan Sampah yang telah diterbitkan.

. data jumlah pemegang/pemilik Izin Pengclolaan Sampah yang telah

melanggar Peraturan Dacrah dan Peraturan Walikota ini dan telah diberi
ganksi administrafifl,

(2} Sistem Informasi sehagaimana dimaksod pada ayat (1) buruf a dan huraf b
bersifal terbuka untuk publik dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat DNaerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Penpgelolaan Sampah mengelola data jumlah lzin Pengelolaan Sampah
beseria jenis kcgiatan usaha pengelolaan sampah dan pemilike ixin usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b dan huruf o sebagal
bahan/dala dalam kegiatan pengawasan, pengendalian, den pencgakan
hukum dalam bidang Perizinan Pengeloluan Smumpah yang dapat diakses
dengan mudah oleh Dinas.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 34

(1) Setiap orang dilarang:

a.

1.

menyelengparakan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang terdiri dari
pengangkutan, pendaurulangan/pengolahan sampah,  dan/atau
pemrosesan akhir sampah tanpa memiliki Izin Pengelolaan Sampah;

memasukkan sampah ke dalam wilayah Dacrah;

mengimpor sampah;

d. mencampur sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga

dengan B3 dan limbah B3;

mengelola sampah yang menycbabkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan;

membuang sampah tidak pada lempal yang tclah ditentukan dan
disediakan;

membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air
limbah;

. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
melalukan penanganan sampah dengan pembuangan terbilka;

membakar sampah yang tidak scsuai dengan persyaratan teknis
pengelolaan sampah;




k. membuang sampah ke TPA di luar jam 06,00 WIB sampan dengan jam
21.00 WIB kecuali akibat kegiatan insidentil/keadaan darurat; dan/atau

1. membuang sampah ke TPA tanpa izin.
(2) Setiap pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah dilarang;

a. menyelenggarakan kegiatan nsaha pengelolaan sampah yang terdiri dari
pengangkutan,  pendaurulangan/pengolahan sampah,  dan/atau
pemrosesan akhir sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
schapaimana telah ditctapkan dalam Izin DPengelnlaan Sampah dan
peraturan perundang-undangan;

b. merubah usaha, memindahkan lokasi, dan/atau memperluas lempat
nsaha tanpa Izin dari Perangkat Dacrah yang bhertanggung jawab dalam
bidang Perizinan Pengelolaan Sampabh;

¢. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikun;
dan /atau

d. menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan
hidup.

BAB VIi
PENILAIAN DALAM PEMDBLERIAN INSENTII® DAN DISINSIENTL
Pasal 35 ‘

(1) walikota berwenang memberikan insentif dan disinsentif kepada lembaga,
badan usaha dan perseorangan dalam pengelolaan sampah.

(2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan herdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai terhadap:

A, inovast pengelolaan sampah;

h. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
¢. pengurangan timbulan sampah;

d. tertib penanganan sampah;

e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(3) Pembentukan, tugas, pelaporan dan masa tugas Tim Penilai schagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dalam program kegiatan Dinas
sesuad dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

() Pembentukan, tugas, pclaporan dan masa tugas Tim DPenilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Ninaa.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
Pasal 36

(1) Perangkat Dacrah yang bhertanggung jawab dalam bidang [Perizinan
Pengelolaan Sampah melaksanakan;

a. monitoring proses dan penerbitan Perizinan Pengelolaan Sampaby; dan

b. evaluasi Perizinan Pengclolaan Sampabh.




2) Keglatan monitoring dan evaluasi  sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangsn.

Pasal 37

(1) Apabilan - Peranghkal  Daerah  belum  melaksanakan  sistem informasi
sehagalimania dimaksud dalam asal 33 wajib menyampaikan  laporan
penyelenggnmm penerbitan Izin Pengelolaan 3:-]11]1}311 ]-u’:p:-‘u‘lﬂ Walikata
dengan tembusan kepada Kepala Dinas sclap bulan Juli tahun yong
bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari lahun
berikutnya untuk scmester kedua.

(?2) Laporan pcriodik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data
jumlah Izin Pengelolann Sampah beserta jenis usaha dan pemilik izin usaha
yvang terdiri dari:

a. jumlah lzin Pengelolaan Sampah yang lelah diterbitkan;
h. jumlah Perpanjangan [zin Pengelolaan Sampah;
¢. jumlah Perubahan Izin Pengelolaan Sampah; dan

d. jumlah pcmegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah yang telah
melangepar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini serta lelah
diberi sanksi administratif.

(3) Laporan  penyelenggaraan penerbitan lzin Pengclolaan  Sampah
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan/data
untuk mclaksanakan keginlan pengawasan lapangan dan pencgakan
hukum yang dilakukan Dinas.

BAB IX
PENGAWASAN NAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Tein Penpelolaan
Sampah dilaksanakan dengan carag

d4. pengawasan administratif dilaksanakan oleh Perangkal Daerah yang
bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Pengelolaan Sampah; dan

b. pengawasan tcknis dan lapangan dilaksanakan oleh Dinas.

(?) Pengawagan don pengendalinn  sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
dlakukan melalai kegialan:

a. pendataan;
b. pemantlauan;

c. pelaporan; dan

d. evaluasi.




Bagian Kedua
Pengawasan Administratif
Pasal 39

(1) Pengawasan administratil schagaimana dimaksud dalam Puasal 38 ayal (1)
huruf a dilaksanakan untuk pcntaatan pemegang/pemilik Izin Pengelolaan
Sampah dalam melakukan Perpanjungan lzin sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 27 Peraturan Walikota ini.

(2) Perangkat Dacrah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Penpelolaan  S8ampah menerbitkan  Surat  Pemberitahuan kepada
pemegang/pemilik  lein Peogelolaan Sampah untuk melnloulion
perpanjangan lzin.

(3) Surat Pemberitahuan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Sural Pemberitahuan [ (kesatu) diterbitkan 3 (tiga) bulan schclum
berakhirnya Izin Pengelolaan Sampabh;

b. Sural Pemberitahuan II (kedua) diterhitkan 2 (dua) bulan sebelum
herakhirnva lzin Fengelolaan Sampah; dan

c. Surat Pemberitahuan 1l (kctiga) diterbitkan 1 (satu) bulan scbelum
berakhirnya Izin Pengclolaan Sampah,

(4) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan
secara  langsung  kepada  Pemegang/Pemilik Izin Pengclolaan
Sampah/pengelola kegiatan usaha/karyawannya di tempat usaha,

() Ketidaktaatan atas Surat Pemberitahuan 1 (ketiga) sebagaimana dimalkeaud
pada ayat (3) huruf ¢ menjadi dasar untuk pengawasan lapangan yang
dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pengawasan Lapangan
[asal 40

(1) Dinas melaksanakan pengawasan lapangan secara periodik dan/atau
insidentil atas pelaksanaan pcrizinan Pengelolaan Sampah.

(2) Pelaksanaan pengawasan lapangan secara periodik schagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk penlaatan bagi:

a. peincpangs/poemilik Ixin Penpelolaan Sampah/penanggunginwab usiaha
pengelolaan  sampah  atas pclaksanaan kewajiban  dan laraogan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Walikola ini serin Parafuran Daerah;

b. pelaku usaha atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 34 ayat
(2) Peratfuran Walikoisn ini serin Pernftnran Daerahg

c. penanggung  jawab  usaha/pengelola  kegiatan  insidentil  atas
pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan
Daerah;

d. penanggung jawab usaha bidang kesehatan atas pelaksanaan kewajiban
dan larangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 31 ayat
(2) Peraluran Walikola ini serta Peraluran Dacraly,




e. pengelolu  kawasan, pengelola  fasilitas  dan  pengembang  atas
pclaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pusal 17 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini serta Peraturan
Daerah;

{. setiap pengembang bangunan gedung apartemen ulas pelaksanaan
kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dan Pasal 341
ayat (*) Peraluran Walikota ini acrta Peraturan Daerah;

g. actiap produsen alas pelaksanaan kewajiban dan larangan sehupaiman
dimaksud Pasal 19 dan Pasal 34 ayat (2) Peraluran Walikota ini serta
Peraiuran Daerali; dan

h. masyarakal atas pelaksanaan kewajiban dan larangan schagaimana
dimaksud dalam Pusal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 34 ayat (1)
Peralursan Walikots ini.

(3) Pelaksanaan pengawasan lapangan insidentil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan atas dasar:

a. laporan Peranglkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang
Perizinan Pengelolaan Sampah alas kelidakiaatan Pomegang/Pemilik
Izin  Pengelolaan  Sampuli berdasarkan  pengawasan  administratil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;

h. laporan Kecamatan/Kelurahan; dan/atau
c. laporan/pengaduan masyarakat.

(4) Kepula  Dinas menugaskan Petugas Iengawas Lapangan  untuk
melaksanakan pcngawasan lapangan.

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangnn sehagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Kecamatan dan Kelurahan yatig
membawahi tempat usaha pemegang/pemilik Izin Penpgelolaan Sampah.

Pasal 41
(1) Petugas Pengawas Lapangan berwenang:
a. melnkukan pemantauan;
b. meminta kelerangan;

c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membual catatan yang
diperlukan;

d. memeriksa kesesuaian perizinar;
¢. memasuki lempul usnhig

I, mematret; dan

g. memeriksa peralatan/mesin,

{2) Pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/pengelola/karyawan, pelaku
usaha, pengelola kawasan, pengelola fasilitas, pengembang dan produsen
dilarang menghalangi pclaksanaan tugas pengawasan lapangan.

Pasal 42

(1) Petugas Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan tugasnya dapat
melibatkan Kecamatan dan Kelurahan yang membawahi tempat usaha
pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah.




(2) Keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan pengawasan
lapangan sebagmimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan
cara:

a. dilibatken secarn langsung dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan di
tcmpat usaha; dan/atau

h. memberikan laporan/pengaduan kepada Dinas  dan/alau Petugas
Pengawas Lapangan.

IYasal 43

Petugas Pengawas Lapangan mcnyusun Berita Acara Hasil Pengawasan
Lapangan dan mclaporkan secara tlertulis kepada Kepala Dinas atas hasil
pengawasan lapangan yang lelah dilnkukan paling lambat 7 (tujuh) harl kerja
selelah pengawasan dilakesanalean.

Pasal 44

Hasil pengawasan lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas Lapangan
menjadi dasar penjatuhan sanksi adminisiratil apabila ditemiukan adanya
pelanggaran atas kelenluan Peraturan Dacrah, Peraturan Wallkota ini dan lzin
Pengelolaan Sampah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
I3agian Kesatu
Umum
Pasal 45

(1) Walikola berwenang menjatuhkan sanksi administratil alas pelanggaran
ketentuan Peraturan Walikota ini kepada:

a. pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah/penangpungjawab usaha
pengelolaan sampah atns pelaksanaan  kewajiban  dan  larangan
schagaimana dimalesud dalam Pasal 21 dan Pasal 34 ayal (2) Peraluran
Walikota ini scrta Peraturan Dacrah:

b. pelaku usaha atas pclaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 34 ayal
(2) Peraturan Walikola ini;

¢. penanggung Jawabh  usaha/pengelola kepiatan insidentil  atas
pelaksanaan kewyjiban dan larangan sebagaimana dimakaud dalam
Pasal 15 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikotsd ini;

d. penanggung jawab usaha bidang kesehatan atas pelaksanaan kewajiban
dan larangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 34 ayat
(2) Peraturan Walikola ini;

e. pengelola  kawasan, pengelola fasilitas  dan pengembang alas
pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud  dalam
Yasal 17 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota inf;

f. setiap pengembang bhangunan gedung apartemen atas pelaksanaan
kewajiban dan larangan sehagaimana dimaksud Pasal 17, dan Pasal 34
ayat (2) Peraturan Walikota ini;




g. setiap produsen atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud Pasal 19 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini; dan

h. masyarakat atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, PPasal 13 dan *'asal 34 ayat (1)
Peraturan Walikota ini,

(2) Sanksi Administratif achagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

n. tepuran/peringatan rertulis;
b. paksaan Pemerintah; dan
c. pencabutan lzin Pengelolaan Sampah.

(3) Sanksi Administratif berupa paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b yang dijatuhkan bagl pcmcegang/pcemilik Izin
Pengelolaan Sampah /penanggungjawaby usaha pengelolaan sampah dan
pengelola sampah yang tidak berizin, terdiri dari:

a. mengurus Izin Pengelolaan Sampah/perpanjangan Izin Pengelolaan
Sampah /perubahan lzin Pengelolaan Sampah;

b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;

C. penyitaan  barang, alal dan/atau bahan dan/alau  perlengkapan
kegialandan/alau usaha;

d. penyitaan hasil produksi;

e. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha; dan/atau

pembekuan lzin Pengelolaan Sampah untuk sementara walktu.

Pasal 46

(1) Walikotn  melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan  sanksi
administratil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan
ayat (3) huruf », huruf b, huruf ¢, huruf d, dan hurof ¢ kepada Kepitla
Ninas dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikotia.

(2) Walikota meclimpahkan kecwcenangan untuk menjatuhkan  sanksi
administratif schagaimana dimaksud dalam DPasal 45 ayat (3} huruf f
kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang
Perizinan Pengelolaan Sampah dan dituangkan dalam bentuk Keputusan
Walikota.

(3) Kewenangan penjatuban sanksi administratif berupa pencabutan Izin
Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf
¢ tetap menjadi kewenangan Walikota dan dituangkan dalam bentuk
Kepulusan Walikota.

() San ksi administratit poksaan Pemerintah sebaganimana dimaksud  dalam
Pasal 45 ayat (3) hurul b, haruf e, huraf d, dan huruf ¢ dilaksanakan oleh
Dinus don Saluan Polisi Pamnong Praja.

(3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 di
bawah pengawasan teknis dart Petugas Pengawas Lapangan sebag:aimana
dimaksud dalam Pcraturan Walikota ini.




Bagian Kedua
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratil
Paragral |
Teguran/Peringatan Tertulis
Masal A7
(1) Sanksi Administratil kepada masyarakal scbhagaimana dimaksud dalam
Fasal 45 avat (1) hurufl h dijatuhkan dalam bentnle tepuran/ peringaton

dengan disertai pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran
MAKYATH kat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avyat (1) dilaksanakan oleh Dinas,

Pasal 18

(1) Ssanksl administralil teguron/peringatan tertulia achagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayal (2) huruf a yang berupa Keputusan Kepala Dinas,
diyjatuhkan kepada:

a. pemegang/pemilik lzin Pengelolaan Sampah /penanggungjawab
usaha pengelolaan sampah atas pelaksanaan kewajiban dan larangan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Walikota ini;

b. pelaku usaha atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2)dan Pasal 31
ayul {2) Perunluran Walikota ini;

c. penanggung  jawab  usaha/pengelola  kegiatan  insidentil  atas
pelaksanaan Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam
Prsstl 13 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;

d. penangsgung jawab usaha  bidang  kesehalan atas pelaksanaan
kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;

o

pengelola kawasan, pengelola fasilitas dan pengembang  atas
pelaksanann kewyjiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dan Pasal 34 ayat (2) Peraluran Walikota ini; dan

I, setinp pengembang bangunan gedung aparicmen atas pelaksanaan
kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dan Pasal
34 ayat (2) Peraturan Walikota ini;

g. sctiap produsen alas pelaksanaan kewgjiban dan  larangan
sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 34 ayal (2) Peraturan
Walikota ini.

(2) Sanksi adminigtralil leguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijatuhkan apabila diternukan pelanggaran berdasarkan hasil
pengawasan dan pengendalian scbagaimana dimaksud dalam PPasal 38,
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Peraturan
Walikota ini,

(3) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertad perintah untuk melaksanakan paksaan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

(4) Sanksi administratifl teguran/peringatan tertulis pada ayat (1) khusus
kepada pemegang/pemilik [zin Pengelolaan Sampah/penanggungjawab




usaha pengelolaan sampah dan pengelola sampah yang tidak memiliki Izin
Pengelolaan Sampah,dilaksanakan secara bertahap;

A, Tepuran/Peringatan Tertulis [ (Kesatu) untuk jangksa wakiu 15 (lima
belas) hari kalender terhitung sejulke diterimanyn Teguran/Peringatan

Tertulis ini oleh Pemegang/ Uemilik lzin Pengelolaan
Sumpul/Pennnggung  jawab  kegiatan  usaha  /Dengelola keglatan
usaha/karyawannya,

bh. Teguran/Peringatan Tertulis 1l (Kedua) untuk jangka wakio 15 (limg
belas) hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan Tertulls ini
olel Pemepang/Perilik Tzin Pengelolaan Sampah/Penanggung jawah
kegiatan usaha/Pengelols kegiatan usaha /karyawannys; dan

¢. Teguran/Peringatan Tertulis 11l (Kctiga) untuk jangka waktu 15 (lima
belas) hari kalender scjak ditcrimanya Teguran/Peringatan Tertulis ini
oleh Pemegang/Pemililk Izin Pengelolaan Sampah/Pcnanggung jawab
kegiatan usaha/Pengelola kegiatan usaha/karyawannya,

(5) Sanksi administratif tepuran/peringatan tertulis vang dijpluhkomn secars
bertahap sebagaimana ditmaksnd pada ayat (1), ayal (2), ayat (3), dan ayat
(4) dilaksanakan Petugas Pengawas lLapangan scbagaimana dimaksud
dalam Peraturan walikota ini.

Paragraf 2
Palisaan Pemerintah Daerah
Pasal 19

Sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan/atau huruf e yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas apabila berdasarkan Laporan Petugas Pengawas
Lapangan sanksi administratif tcguran/peringatan tertulis sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 tidak ditaati pemcgang/pemilik Tzin Pengelolaan
Sampah /penanggung jawab usaha/pengelola sampinh yang, lidak bherizin,

Posold 50

(1) Sanksi administratif paksaan Pemerintah sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3) huruf a, huruf b, hurufl ¢, hurul d dan/atau huruf c
dilaksanakan oleh Satuan Tolisi Pamong Praja dengan didampingl olch
Pelugas Mengawas Lapangan.

(2) Sanksi administratif paksaan pemecrintah sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan car:

a. menyerahkan Keputusan Sanksi administratif paksaan Pemerintah

kopada pemnegang/pemililke 1zin Pengelolann Sampah /penanggung jawab
usaha/pengelola sampah yang tidak berizin /karyawannya dan

b. melakukan pcnandaan berupa pita kuning/stiker/papan yang
bertuliskan:
1. “BELUM MEMILIKI [ZIN/PERPANJANGAN/PERUBAHAN IZIN
PENGELOLAAN SAMPAH?"; dan/atau

2. “MELANGGAR  PERATURAN DAERAH, PRERATURAN WALIKOTA
DAN/ATAU PERSYARATAN LAIN PENGELOLAAN SAMPAH™.




(3) Pelaksanaan  Sanksi  administratil = paksaan  Pemerintah  sebagalmana
dimaksud pada ayal (2) discrtai perintah untuk melaksanakan:

1. pengajuan permohonan lzin/Perpanjangan/Perubahan lzin Pengelolaan
Sampah; dan/atau

b. melaksanakan persyaralun yang termuat dalam Peraluran Daerah,
Peraturan Walikota ini, dan Perizinan Pengelolaan Sampah.

(1) Jangka waktu penandaan/pemberian  tanda  sanksi administratif
sebagaimana dimalksud pada ayat (?) berlaku sampai dengan:

d. lzin/Perpanjangan/Perubahan lzin  Pengelolaan Sampah  telah
diterbitkan olch Deranpkat Dacrnh vang hertanggung jawab  dalwmn
bhidang Peonpelolaan Sampoh; dan/atan

b. ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikola ini.

(5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,perintah sehagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dilaati olch pemegang/pemilik 1zin
Pengelolaan Sampah/penanggung jawab usaha/pengelola sampah yang
tidak berizin, Petugas Pengawas Lapangan melaporkan kepada Kepala
Dinas, untuk mengusulkan kepada Perangkal Daerah yang berwenang
untuk melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Apabila dalam wakiu 30 hari kalender perintah scbagaimana dimaksud
pada ayal (3) huruf b fidak ditaati oleh pemegang/pemilik izin Pengelolasan
Sampah, Petugas Penpawns merekomendasilean kepada Kepala Dinas HEHT
Perangkal  Daeroh yang bertanggung  jawab dalam  bidang  Perizinan
Pengelolaan Sampah melaksanakan Pembekuan Tzin Pengelolaan Sampah
untuk sementara wakiu.

Pasal 51

(1) Sanksi administratil paksnaan Pemerintah yang berupa pembelcuan 1zin
Pengelolaan Sampah untuk sementara waktu schagaimana dimaksud
dalarm Pasal 45 ayat (3) huruf [ diterbitkan oleh Kepala Dinas apabila:

a. berdasarkan Laporan Petugas Pengawas Lapangan dan Satuan Polisi
Pamong DPraja atas pelaksanaan sanksi administratil paksaan
pemerintah - scbagaimana dimaksud  dalam  Pasal 50 yang telah
dijatuhkan tidak ditaati Pemegang/Pemilik Tzin Pengelolasan Sampah;
dan

b. telah dilaksanakan rapal koordinasi dengan semua Perangkal Duerah
lerkeail.

(2) Perangkat Daerah yang hertanggung jawab dalam bidang Petrizinan
Pengelolaan Sampah melaporkan kepada Walikota apabila berdasarkan
rapat koordinasi dengan sermnua Perangkat Daerah terkail diputuskan akan
dilnksanakan Sanksl Administratil Paksanan Pemerintah yang berupa
pembekuan Izin Pengelolaan Sampah untuk sementara waktu.

Pasal 52

(1) Pelaksanaan Sanksi administratif paksaaan Pemerintah yang berupa
pembekuan Izin Pengelolann Sampah untuk sementara waktu scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakon oleh Satuan Polisi Pamong Traja
dengan didampingi Petugas Pengawas Lapangan.




(2) Sanksi administratil paksaan pcmcerintah yang berupa pembckuan Izin
Pengelolaan Sampah untuk sementarn waktu sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilaksanakan dengan cara:

a. menyerahkan  Keputusan Sanksi administralifl paolesaan Pemerintah
kepada prinegang/pemilik 1zin Pengelolaan Sampah/penanggung jawab
usaha/karyawannya; dan

b. melakukan penandaan berops pita kuning/stiker/papan vang
bertuliskan “IZIN PENGELOLAAN SAMPATT NDIREKUKAN SEMENTARA
WAKTU".

(3) Sanksi adminiatratit  paksaan  Pemcrinlah berupa  pembeluan  1zin
pengelolaan sampah untuk sementarn walitu sebagaimana dimaksnd pada
uyud (1) disertai perintah untulk melaksanakan:

a. pengajuan permohonan Izin Pcngelolaan Sampah baru apabila kegiatan
usahanya tidak sesuai dengan lzin Pengelolaan Sampah;

b. melaksanakan persyacatan yang  termuat dalam Peraturan  Daerab,
I'eraturan Walikola ini, dan Perizinan Pengelolaan Sampah;

¢. perintah menghentikan sementara wakiu kegiatan pengelolann sampah
sampal dengan diterbitkannya lzin Pengelolaan Sampah.

(4) Jangka waktu penandaan schagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b
berlaku  sampai dengan  Izin Pengelolaan Sampah yang baru  telah
diterbitkan dan ditaatinya kctentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah dan 'craturan Walikola ini.

(0} Apabila dalam wakiu 30 (tiga puluh) har kalender, perintah scbagaimana
dimaksud pada ayal (3) tidak ditaati, Petugas Pengawas Lapangan
melaporkan kepada Kepala Dinas, untuk:

a. merekomendasikan kepada Dinas untuk dilaksanakan Pencabutan Izin
Pengelolaan Sampah oleh Walikota; atau

b. mengusulkan  kepada  Peranglkat Daerah  yang  berwenang  untuk
melakitkan pencgakan hukum kepada pelaku usaha sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencabutan Izin Pengelolaan Sampah
Pasal 53

(1) Sanksl  administratil berupa  pencabutan  Ixzin  Pengelolaan  Sampah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayal (2) hurul ¢ dilakukan sebagai
langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratil bagi
pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah.

(2) Sanksi  administratif berupn  pencubutan Tzin Denpelolaan  Sampah
sebagaimona dimakand pada ayal (1) diusolkan Kepala Dinas kepada
Walikola apahila:

a. Kepala Dinas telah merekomendasikan untuk dilaksanakan Pencabutan
Izin Pengelolaan Sampah dengan mendasarkan pada Laporan Petugas
Pengawas lLapangan atas pclaksanaan sanksi administratif paksaan
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang tidak ditaati
olch Pemegang/Pemilik Izin Pengelolaan Sampah; dan

b. telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja
dan scmua Perangkal Daerah terkait.




(3) Perungkat Dacrah yang bertanggung jawab dalam bhidang Perizihan
Pengclolaan Sampah mengusulkan kepada walikota apablla berdasarkun
rapat  koordinasi dengan  semua  Perangkat  Daerah  teknis  terkalt
dipuluskan pencabutan Izin Pengelolsan Sanpah,

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan lzin Pengelolaan Sampah
sehagaimana dimalksud pada aysi (1) diterbitkan oleh Walikota.

(5) Pencabutan Izin Pengelolaan Sampah menjadi dasar pencabutan semun izin
yang berkaitan dengan kegiatan usaha pengelolaan sampah dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Pernegang/Temilik  Izin - Pengelolaan  Sampah  yang dikenal sanksi
administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan Sampah herhak
mengajukan hak jawab sebelum dijatuhkannya suanksi pencabutan lzin
Pengelolaan Sampah.

(2) Hak Jawab diberikan kepuda Pemegang/Pemilik lzin P'engelolaan Sampah
dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat
pemberitahuan pencabutan Izin Pengelolaan Sampah.

(3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk
tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban
yang dipersyaratkan dalam hasil pengawasan dan pengendalian tclah
dilaksanakan.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.

(5) Dalam mcngambil keputusan schagaimana dimaksud pada ayat 4),
Walikota wajib mendasarkan rekomendasi dari:

a. Kepala DPerangkat Duernh yang  bertanggung jawab dalam  biduang
perizinan Pengelolaan Sampah;

bh. Kepala Dinas; dan
c. semua Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis kegiatan usahanya.

(6) Kepulusan Walikota yang memuat ditcrima atau ditolaknya hak jawab
schagaimana dimaksud pada ayat (5) diserlta alasan-alasannya, dikirimkan
kepada pemegang/pemilik Tzin Pengelolaan Sampah,

(7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat
hak jawab, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab
pemegang/ pemilik Izin Pengelolaan Sampah dinyatakan diterima.

(8) Selama jangka walztu halk jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (1), Pemegang/pemilik Izin Pengelolaan Sampah waiib mentaati sanksi
administratil paksaan pemerintah sebagaimunu dimaksud dalam peraturan
Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) Kegiatan pengelolaan swmpah yang telah dilaksanakuan olch Pemerintah
Dacrah wajib disesuaikan dengan kelentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya
Peraturan Walikota ini.




(2) Semua fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah
wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota ini paling lambat 5 (lima) tahun sejuk berlakunys Peraturan
Walikota ini.

(3) Semua pengelola sampah yang telah melaksanakan kegiatan wusaha
pengangkutan, pendaurulangan/ pengolahan sapaty, e/ alau
pemrosesan akhir sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah
scbagaimana diatur dalam DPeraturan Walikota ini paling lambat 2 (dua)
lahiun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 2% Pea Loy

Py,

7 PAWATIKOTA SEMARANG

Diundangkan di Semarang
Pada Tanggal 28024y . Zety
SEKRETARIS DAERAH

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 26/¢-NOMOR 37




